BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, penulis berkesimpulan

bahwa:

1.

Bahwa untuk keabsahan jual beli tanah di bawah tangan terhadap tanah
yang bersertifikat itu sah menurut hukum adat, dikarenakan sudah
terpenuhinya syarat materiil yang menjadi tolak ukur dalam perjanjian
yang dilakukan dalam jual beli tanah, ada 3 (tiga) macam syarat yang
diatur dalam hukum adat meliputi, harus bersifat tunai, terang dan riil.
Sesuai dengan pasal 37 peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997,
pembelian harus dilakukan sebelum PPAT, tetapi karena UUPA
didasarkan pada hukum adat (Pasal 5 UUPA), pembelian yang dilakukan
tanpa PPAT sebelumnya tetap berlaku.

Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan, dalam memutuskan perkara
tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena para
tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dalam
persidangan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek,
putusan Verstek dibuat oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat dan
tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan layak.
Karena tergugat tidak hadir karena alasan yang tidak wajar, putusan
Verstek merupakan pengecualian dari prosedur biasa. Dalam Pasal 125
ayat (1) H.L.R. dan Pasal 78 Rv disebutkan bahwa putusan ini merupakan

putusan yang di mana undang-undang memberikan hukuman terhadap
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penggugat dikarenakan pada saat persidangan pihak tergugag tidak
memenuhi panggilan dari hakim, meskipun sudah dipanggil secara patut
dan layak. Karena ketidakhadirannya pada saat persidangan, bahwa hakim
menilai para tergugat tidak menyangkal akan gugatan atau alat bukti yang
diajukan oleh penggugat, maka hakim sudah benar memutuskan putusan
tersebut.
B. Saran
Sebagai bagian dari kesimpulan yang termasuk dalam penelitian ini,
penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Buat pemerintah agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan perjanjian
jual beli tanah di bawah tangan Buat pemerintahan sehingga tidak ada lagi
yang akan menandatangani kontrak pembelian tanah di bawah tangan, maka
haruslah dibuatkan atau dipertegas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997
Tentang pendaftaran Tanah, Karena walaupun ada Undang-Undang tersebut
tetapi masyarakat masih tetap melakukan perjanjian di bawah tangan,
memanglah sah menurut hukum adat akan tetapi, jika terjadi sengketa atau
permasalahan dikemudian hari maka akan sulit untuk membuktikannya
nanti di persidangan tentang keabsahan jual beli hak atas tanah. Dan untuk
meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan warga negara,
perlu segera ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemilikan
tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UUPA.

2. Tingkat kesadaran dari masyarakat yang harus ditingkatkan lagi, pemerintah

harus lebih banyak lagi sosialisasi tentang hukum khususnya dalam hukum
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perdata yang berkaitan dengan masalah hukum tanah dan dengan bahasanya
yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat awam, agar tidak
akan ada lagi masyarakat yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan
karena yang pasti itu akan merugikan salah satu pihak, dan apabila sudah
mengerti hukum, maka hal ini akan dapat meningkatkan kepatuhan dan

kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum pertanahan.
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